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PRAKATA 

" Bu sin ess crime is an ill ega l act, . punishabl e by a criminal 
sa nction. which is , committ ed by an in div idu al or a corporation 
in th e co urse of a le gitim ate occ upation or persuit in the indu strial 
o r commercia l sector for th e purpose o r ob taining money or 
property , avoiding the n~y m ent of mo ney or th e loss or property . 
o r personal adventage". ,. 

Kajahatan Bisnis yang oleh John E. Conklin dirumu skan di 
atas aclalah salah satu pola kejahatan non konvensional yang 
cl ewasa ini sangat menonjol karena hampir dihad api o lch se tiap 
ncgara . lcbi h-leb ih di ncga ra ya ng seda ng memba ngun ya ng sa ngat 
berga ntung pacla perkcmbangan dan pertumbuhan eko nominya 
dan bcr!wbunga n crat clalam lintas nia ga transna sional. 

Pola perilaku krimin al ya ng ju ga disc but se bagai kcjahatan 
modern ini unik sekali.. se hin g~a kerapkali sukar dirumu skan 
dalam rormula si hu kum piclana. di sa mpin g tera sa hukum pidana 
mcnglwdapi masa lah -masa lah mcnd asar dalam pc nanganan tcr­
hadap jenis kejahatan yang modu s operandinya tcrsc lubung 
dan sukar dit cntukan pertanggungjawaban piclananya. Misalnya 
pcrtanggungjawaban pidana terhadap kcjahatan bisnis ya ng dilaku ­
ka n o lch korporasiatau badan hukum . 

Mengi ngat relcvansi bagi upaya penanggulanga n kejahatan 
bisnis ya ng pacla PJPT II mendatang sangat mcmpenga ruhi aspck 
ekonomi baik tcrhadap publik maupun privat dan pada umum 
dan gilirann ya akan mencntukan kcb crhasilan pembangunan. maka 
penulis menga ng!,(a p bahwa penulisa n dan pcny usunan buk11 
ten tan g kejal!;.tta"n- ltiS~n is prrltt sc bagai in trod uk si dan o ri cn tasi 
untuk studi ·dan l).agi kepcntinga n praktis. Pada buku ya ng masi h 
scdcrhana ini akan dipaparkan n ~~ Jlgc nai l'aktor utama dan men· 
dasar ya ng bcrllubungan dcn ga n gc la gat kr imina·litas mcnjt'lang 
ahad 2 1. sc bagai ulasan m c ngc nai . lin gku n g<~ n ~ tratcg i s yang aka n 

v 



~empengaruhi pembangunan di Indonesia. Selanjutnya tentang 
ciri-ciri kejahatan bisnis dan beberapa pandangan mengenai cara­
cara mengurangi . atau menekan meluasnya kejahatan bisnis ini. 
Mudah-mu-dahan tulisan yang masih bersifat introduktif ini ber­
manfaat bagi referensi · untuk menyimak maknanya dan untuk 
kepentingan praktis yakni sebagai masukan bagi penyusunan 
konsep penanggulangannya baik dalam poHtik kriminal maupun 
dalam politik ·· . so sial, serta dapat men am bahkan khazanah 
Hteratur kriminologi dan hukum pidana dalam wawasan· horizon 
baru. Di sisi lain perspektif kriminologi yang kritis yang mulai 
berkembang sejak tahun 1960-an lebih banyak menaruh perhatian 
terhadap kejahatan bisnis dim sejenisnya yang termasuk kejahatan 
non konvensional yang modus operandinya tidak mudah di­
deteksi serta · korban-korban kejahatannya jauh lebih parah di 
samping menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena 
itulah tuHsan ini dihadirkan dengan harapan dapat bermanfaa t 
baik teoritis lebih-lebih dari segi praktis. 
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1. Latar Belakang 

Bab I 

PENDAHULUAN 

Krin2igol9gi setelah tahun 1960-an. semakin berg9ser dari 
ilmu pcngctahuan yang memberi argumen bagi politik kriminal 
semakin mengarah pada acuan yang diharapkan mampu memberi 
pewarnaan bagi politik so sial (social-policy) yaitu bagi upaya 
mengamankan dan mcnsukseskan pembangunan termasuk upaya 
pemerataan keaclilan. 

Dalam hrangka ini pola-pola kriminalitas yang dipelajari 
tidak lagi indivial melainkan telah mengalami perluasan dari 
individu pada kondisi-kondisi yang mcnghasilkan "penjahat" dan 
meningkat sampai pada kcsadaran mengcnai sifat J)olitis dad 
kejahatan. Dengan dcmikian kriminologi telah mcmperluas ruang 
lingkupnya. schingga matcri studinya tillak hanya pola-pola 
kriminalitas yang konvcnsional. melainkan lcbih mcmpcrhatikan 
kcjahatan non konvcnsional atau yang bcrsifat kontcmporcr 
scbagai modern crime. 

Ralph Nader misalnya mcngatakan: "CorJ)()rate crime, demon­
strates the destmct{~fi fmpack such hehaPiour has on our rolitics, 
en l'ironmeni con.s{nners. \varkers. shareholders, small taxpayers. 
foreign fH)/icT an(/ .fitfu re genera ti~ms ". 

Kejahatan koq)orasi ini di Indonesia mcrupakan problimatika 
yang cuk.up bahkan sangat sulit tcrutama ditinjau dari segi pcr­
tanggungjawaban pidana; dan kelanjutannya justru h<2mg~~~?i ini 
yang banyak tcrlil)atdalam kejahatan bisnis yang sangat ber­
pengaruh terhadap kchidupan ekonomi dan pcmbangunai1. yang 
menyangkut aspek-aspek lingkungan, sumber. energ1 politik. 



kebijaksanaan luar negeri dan lain sebagainya. Dalam konteks ini 
kriminologi di Indonesia seyogyanya harus urun rempuk serta 
memberi masukan dalam rangka. penyusunan politik sosial yang 
nyata. 

Sebelum lebih lanjut merinci pemikiran yang melatarbelakangi 
penulisan kejahatan bisnis ini ada baiknya dikemukakan rumusan 
dasar kriminologi"dan ruang lingkupnya sebagai berikut: 

. . .... 
Menurut Sutherlarl'd· (1960, 1978) kriminologi ada1ah Ilmu 

Pengetahuan rujukan (dari berbagai ilmu) yang mempelajari 
kejahatan sebagai fenomena sosial. Per1u ditegaskan bahwa krimi­
no1ogi memanfaatkan interdisiplin ilmu pengetahuan untuk 
mempelajari kejahatan yang meliputi hubungan antara pelaku dan 
korban sebagai masalah sosial yang menyangkut berbagai aspek. 
Temuan-temuannya dibutuhkan bagi penegakkan hukum dan 
keadilan. 

Kathrine Williams (1991) menambahkan bahwa kriminologi 
meliputi studi tentang: 

a. The characteristics of criminal law. "' 
(Karakteristik Hukum Pidana); 

b. The Extent of Crime . ..,. 
(Keberadaan Kejahatan); 

c. The effects of crime on Victim and Society. ,; 
(Pengaruh kejahatan terhadap Korbannya dan Masyarakat); 

d. Methods of Crime Prevention. "' 
(Metode Penanggulanga·n Kriminalitas); 

e. The Characteristics and Workings of The Criminal Justice. </ 

(Kar_akterisHK dan Bekerjanya Peradilan Pidana). 

Dal~m rumusan · gabungan Sutherland · dan Kathrine Williams 
maka nampak kaitan konsep"politik kriminal melaluijalur hukum 
dan peradilan dan politik sosial melalui strategi pencegahan dan 
penanggulangan . kriminalitas. Kelompok pertama adalah butir 
a. studi tentang karakteristik hukum pidana dan butir e. karak­
teristfk serta bekerjanya peradilan pidana. Keduanya tentulah 
harus mengacu pula kepada kondisi sosial budaya masyarakat 
yang bersangkutan. Sedangkan kelompok kedua yaitu butir 
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b. keberadaan kejahatan, butir c. pengaruh kejahatan terhadap 
korban dan ma~yarakat umum dan butir d. metode penanggulang­
an kriminalitas. Ketiganya di samping mengacu aspek non hukum 
(pidana) juga berdasarkart pacta pendayagunaannya bagi kebijakan 
politik sosial yaitu bagi upaya mengamankan dan mensukseskan 
pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Dalam studi yang 
komprehensif ini kriminologi tampil sebagai The body of Science 
yang "mengerahkan" ·be~bagai hasil penelitian berbagai . ilmu 
pengetahuan dalam jalinan irlterdisiplin ilmu pengetahuan. 

Kerangka kaitan itu meliputi: 

1. Filsafat kemanusiaan sebagai lnduk Kriminologi./ 

2. Ilmu-ilmu Sosial dan sebagian ilmu-ilmu alam sebagai ilmu 
pengetahuan pembantu kriminologi. 

3. Bagian kriminologi yang meliputi sosiologi kriminal, antro­
pologi kriminal, psikologi kriminal statistik kriminal, viktimo­
logi dan lain-lain. 

4. Berbatasan dengan kriminologi adalah hukum pidana, krimina­
listik dan penologi. 

Sebagai interdisiplin ilmu, kriminologi menekankan studinya 
pada upaya mempelajari kejahatan dan korbannya sebagai feno­
mena sosial yang berarti bukan sekedar masalah pribadi antara 
pelaku dan korbannya saja, melainkan dampak sosialnya yang 
menyangkut aspek-aspek ideologi, politik, sosial ekonomi, sosial 
budaya dan Hankam. 

Dalam hubungan ini kejahatan bisnis sebagai studi kasus atau 
kapita s~lekta akan lebih memberi aktualisasi relevansi krimino­
logi sebagai ilm.u pen.getahuan yang sarat untuk dikontribusikan 
bagi pem baJ)i~man b~mgsa. • 

Penulis merasakan bahwa to.pik-topik di atas relevan untuk 
mengembangkan studi kriminolog1 di Indonesia yang mengarah 
pada aplikasinya memberi masukan bagi politik sosial lewat 
masukan bagi penyusunan GBHN dan dalam Pelita yang ber­
kesinambungan. 

Dalam · tulisan mengenai kejahatan bisnis ini terkandung 
harapan untuk memberi masukan termaksud. 
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Beberapa phenomena kcjahatan bisnis aka n clipaparkan clalam 
butir-butir eli bawa h ini : 

a. Piclana tak usah mempunyai tujuan lain . Karcna kcjahatan 
ticlak dib ~Jichkan dan ticlak dii zinkan mcnurut susil a clan 
mcnumt httkum . jadi ticlak bole h terjacli . maka kcjahatan itu 
scharu snya clipidana . Jadi pic/ana IIIC'IIIflllllyai ji111g.1i scndiri 

.ntiru sc!Jaga i hanralwn terhadafi kejahatan . Dcmikian mcnuru t 
tc o ri mutla l< ' tc.ntang tujuan clanJ JC'IIIh enaranJJic/ana . 1 ) 0:~tmun 
teo ri mutlak tc1~ ta;1 g pcmbcnaran pidana menjadi kcwalahan 
mcnghaclapi kcnyataan aclanya kcjahatan-kejahatan non­
konvensional yang tak begitu muclah untuk clitangkal clcn gan 
hukum picl ana yang penal oricntasi. mc lainkan dipe rlukan 
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. tindakan clan kcbijaksanaan ya ng ka dan g-kadang non-penal. 
Kenyataan eli a tas menunjukkan bahwa ajaran legis tis dalam 
hukum piclana ticlak bisa terus clipertahankan. 

Maka sejak akhir abad 19. para pcmbuat Undang-Undang 
di bcbcrapa nega ra bcrpcndapat bahwa di sa mpin !! menimbul­
ka n penambahan pendcritaan dcngan sc ngaja , Pidana dalam 
peristiwa tcrtcntu ya ng mcmtrut sya rat ya ng clitcntukan oleh 
Undang-Unclang mcngizinkan pula "tindakan". tcrutama 
terhaclap anak-anak clan orang ya ng cacat jiwanya atau men­
dcrita ga ngguan jiwa. Tujuan tindakan ini lmk.anlah Jlenan!­

balwn Jl(!tHieritaan . akan reratJi senwta-tnara fJerlindunga n 

IIWS)'(mtkat dan fJ engobatan. J)(! rbaikan dan fJ endiclikan .~ · a11g 

bersallgkuta/1. Jika findakan illi 1/WSi/i 1/I Cni!llbU/kan fJC'!Ic/erita ­

an. baga illlanaf JUII juga ini bukan/a/1 y ang di11wksudkan. 
2

) 

lnilah yang oleh Stooss (Pembaharu Hukum Pidana Swiss ) 
dikata~an bahwa Hukum Pidana mcnjacli Zweispurig atau 
m ep'li liki :~ ta sif<tt . Melihat kcnyataan ini memang di masya­
rakat. ~q) ala gi clalam era tek no logi dan komunikasi dcwasa ini 
clan eli masa me ncl at<irtg kit a dapat mencmu i bcrha!!ai pol a 
kriminalitas tent tama yang meno nj o l ad alah kcjahat<tn cia lam 
dunia nia ga atau Business Cri111e .1 ·ang bisa discbut _.sebagai 

"KC'jalwtan /Von Penal". haik ditinjau dari keadaan si J!elakit 

dan atJarat fJen cgak llllkllnl ra11g nlellangani IIWIIfJIIII IJagi 

kCfJCIItingan si korba11 y ang hisa indiridu IIWLtfJ/111 sosial 

ter111asuk 11 egara sebagai korban ( Viktinwlogi). Maka ada 
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kejahatan non penal , karena memang kondisi si pelaku ticlak 
dapat dip ertanggungjawa bkan (anak-anak clan penclerita 
cacat jiwa) dan ada pula kejahatan yang pelakunya sadar 
bcn;u· bahwa clirinya tidak patut clianggap sebagai " penjahat" 
clan clipidana serta adanya kcbijakan negara agar pclaku 
ticlak clipiclana melainkan kcpaclanya ditetapkan suatu tindak­
an tertentu ci CJYJ i kep entingan masyarakat clan ncgara. seperti 
misalnya t e rhaclap · . ~ejahatan yang clilakukan korporasi dan 
kejahatan dalam dunia 'bisnis yang berkait dengan pcmanfaatan 
teknologi tinggi , ser a l<e 'ahatan-kejahatan yang dilakuka 
pacta profesi-profesi tertentu misa nya clalam c unw ec oktcran 
(l\i1K EK), 11edia mass<, lingkungan- hicl..!:IP dan lain-laio yang 
lebih bersifat ko ntemporer dan ticlak konvensiona l tcrhadap 
keja hatan-kejahatan- semac~tm iri[a p~tbila hanya clipiclanrt 
(i'tukuman mati atau hii<ing kem erd ekaa n sa.@l,_ ma~a aset 
negara c1ll'l'l<emungki.nan pemasukan dana clari restitusi dan 
lain-lain tidak tcrcapai. Di samping itu da lam hukum picl ana 
positif eli Indonesia misalnya maka kejahatan-kejahatan 
korporasi atau Corporate Crime menghacl api masalah men­
clasar dalam penerapan hukumnya mengenai pertanggung­
jawaban pidana. Konclisi ini bcrclampak luas. 

Pacla kasus-kasus tertentu dalam keja hatan korporasi dan 
kcjahatan dunia niaga ya ng clalam terminologi dewasa ini 
eli negara inclu stri clan pasca inclustri disebut sebagai Business 
Cri111e terdatJat kejaliatan nontJeual y ang cukutJ unik. Kadang-

l wdang bersifat disep elekan seolah suatu ketidaktJengcrtian 
si fH!Iak.u , d i lain sisi twra pela k.u ny a merutJak.an sua tu organi­
sasi atau sindikasi y ang bemsalza m englwtJUS unsur-unsur 
tJidana dqn . (CI].tWsuk juga di dalamny a sebagai akibat resesi 
ek.ononl( ·y ang·. "mem~ksa " para industriawan mati-matian 
beru pay a m (nnperha tik.an 1<Aeberadaanlly a. yang wlfu k i tu 
m ereka m elakuk.an peny il;lpangan-peny illl pangatl usaha 
dengan menghindarkan diri dari jangkauan Hukun1 Pida11a 
sep erti terjadi dalam bidang pemasaran produksi d engan 
ik.lan promosi ya11g "membohongi" para kunsu i/ICII , kejahatan 
y ang rnenyangkut lingk.ungan dan lain-lain y ang sulit clideteksi 
oleh !-lukum Pida11a, namun korban-korban kejallatan non 
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